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Abstract. The principles of democracy in the Hadith perspective reflect Islamic beliefs that emphasize the values 

of equality, deliberation, and justice. Although the word “democracy” is not found in the hadith texts, the 

teachings on the basic principles of democracy contain and underlie people's participation, freedom of speech, 

and respect for the rights of each individual that can be found in the teachings of the prophet Muhammad SAW. 

Hadiths related to deliberation (shura), social justice, and leader selection indicate that decision-making in 

society should be based on inclusiveness, transparency, and responsibility. For example, hadith-reports that 

suggest deliberation in dealing with important issues indicate respect for individual voices and opinions in a 

collective decision. In addition, the concept of justice in the hadith emphasizes the importance of equal treatment 

of all members of society without discrimination. The purpose of this article is to provide knowledge about 

democracy in the Hadith perspective in the perspective of hadith. Thus, the hadith perspective provides a moral 

and ethical foundation for the implementation of democratic principles that are oriented towards the welfare of 

the people and the fair management of public interests.   
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Abstrak. Prinsip-prinsip demokrasi dalam perspektif hadis yang mencerminkan dengan keyakinan Islam yang 

menekankan kepada nilai-nilai kesetaraan, musyawarah, dan keadilan. Mesekipun kata “demokrasi” tidak 

ditemukan dalam teks hadis tetapi ajaran pada prinsip-prinsip dasar demokrasi mengandung dan mendasari 

partisispasi rakyat, kebebasan berpendapat, dan penghormatan hak-hak setiap  individu yang dapat ditemukan 

dalam ajaran nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis yang berkaitan dengan musyawarah (syura), keadilan sosial, 

dan pemilihan pemimpin yang dapat menindedikasikan bahwasannya pengembilan keputusan dalam masyarakat 

harus berdasarkan inklusivitas, transparansi, dan tanggung jawab. Misalnya, hadis yang menyarankan untuk 

bermusyawarah dalam menghadapi masalah penting menunjukkan adanya penghargaan terhadap suara dan 

pendapat individu dalam suatu keputusan kolektif. Selain itu, konsep keadilan dalam hadis menegaskan 

pentingnya perlakuan setara terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi. Tujuan pada artikel ini, 

untuk memberikan pengetahuan tentang demokrasi dalam prespektif hadis. Dengan demikian, perspektif hadis 

memberikan landasan moral dan etis bagi penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang berorientasi pada 

kesejahteraan umat dan pengelolaan kepentingan publik secara adil. 

 

Kata kunci : Demokrasi, Hadis, Prinsip-prinsip Demokrasi 

 

1. LATAR BELAKANG 

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan modern telah menjadi landasan utama dalam 

tatanan politik global, menawarkan prinsip-prinsip kesetaraan, kebebasan, dan keadilan. Di 

dunia barat, demokrasi menjadi acuan negara dan gagasan, bahwasannya demokrasi sebagai 

pilar negara. Dalam praktiknya, demokrasi sering dipahami sebagai sistem yang menghormati 

hak setiap individu untuk berpartisipasi pengambilan keputusan politik, baik secara langsung 

maupun melalui perwakilan. Demokrasi mempunyai pengetahuan yang dimana kekuatan 

berasal dari rakyat untuk rakyat, yang menjunjung tinggi dan membela hak-hak mereka. 

Demokrasi mempunyai istilah yaitu “demos” (rakyat) dan “kratos” (kekuasaan), jadi 

demokrasi merupakan kekuasaan yang berada ditangan rakyat. Mengutip dari artikel yang 

disusun oleh Ali Mutakin, menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl  menjelaskan 
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bahwasannya demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mempertanggung jawaban atas 

tindakan yang mereka lakukan di ranah masyarakat.  

Demokrasi mempunyai sebuah makna, yaitu: demokrasi mengacu pada pemerintahan 

yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dalam aspek kehidupan. Beberapa pengertian 

tentang demokrasi menurut para ahli yang mengutip dari buku “Demokrasi dan Kebangsaan 

Indonesia” yang disusun oleh Hyronimus Rowa. Dari buku tersebut ada pendapat yang 

menjelaskan makna yang tersirat di dalam demokrasi, Pertama. Menurut Juan Linz, di dalam 

pendapatnya menjelaskan bahwa demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk 

melakukan partisispasi politik secara baik, yang dimana para pemimpin dilakukan pemilihan 

secara teratur. Kedua, Schumpeter memberikan definisi singkat tentang makna demokrasi 

menurutnya yaitu, demokrasi merupakan mekanisme bagi pemelihan dan memberikan suatu 

kekuasaan kepada pemerintah yang mengandung kompetisi dalam dunia politik. Pada 

demokrasi modern “dari rakyat untuk rakyat”, menurut Abraham Lincoln yang disebutkan pada 

pidatonya tahun 1863 yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat. Di dalam demokrastis, kedaulatan dimiliki oleh rakyat dan mereka berhak untuk 

mengganti sebuah pemerintahan yang sudah tidak lagi mampu untuk melaksanakan fungsi-

fungsi nya dengan baik. 

Di dalam normatif Islam, Islam mendorong untuk melakukan ma’ruf nahi munkar bagi 

semua indinvidu, masyarakat, bahkan pemerintahan. Ma’ruf nahi munkar merupakan prinsip 

dalam Islam untuk kebaikan dan menjauhkan keburukan. Oleh karena itu manfaat pada prinsip 

Islam dalam demokrasi untuk mensejeterahkan masyaraakat.  Menurut M. Hussein Haikal, 

seorang politik Islam dari Mesir, mengutip dari artikel Muhemin yang menjelaskan bahwa 

prinsip demokrasi dengan Islam mempunyai kesamaan yang saling berdampingan. Salah satu 

yang di kutip yaitu prinsip ijtihad yang dimana dalam prinsip tersebut mencakup 

kewewenangan dalam pengawasan penguasa, kebebesan dalam berpikir, dan ber-akuntabilitas. 

Selanjutnya menurut Seikh Yusuf al-Qardhawy cendekiawan Mesir, bahwasannya demokrasi 

dengan Islam mempunyai kesamaan oleh kerena itu ia mengatakan jika seorang muslim tidak 

memahaminya maka mereka kurang memahami hakikat Islam. Selanjut nya dari pendapat 

Abdurrahman Wahid tokoh pluralisme dan demokrasi Indonesia, menjelaskan  hukum 

mempunyai kunci utama yaitu agama karena terdapat adanya kesetaraan dan keadilan serta 

dipertegas oleh Al-Qur’an dan hadis yang menekankan pada prinsip demokrasi. Dalam Al-

Qur’an surah Al-Hujarat ayat 13:  
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ٰٓايَُّهَا ك مُْ انَِّا النَّاسُ  ي  نُْ خَلقَْن  ى ذكََرُ  م ِ ا نْث  ك مُْ وَّ قبَاَۤىِٕلَُ ش ع وْباً وَجَعلَْن  عِنْدَُ اكَْرَمَك مُْ اِنَُّ لِتعََارَف وْاُ  وَّ  

ىك مُْ  اٰللُِّ خَبيِْرُ  عَلِيْمُ  اٰللَُّ اِنَُّ اتَقْ   

Al-Qur’an di atas menjelaskan Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan dan tidak 

membedakan dari segi suku, kekayaan, bahkan keturunan sekalipun. Dan di dalam hadis 

Tirmidzi 2303 

ُِ رَس ولُ  وَقاَلَُ وَفِي اللَّّ ُ يَرْحَمْه ُ لَُ النَّاسَُ يَرْحَمُْ لَُ مَنُْ وَسَلَّمَُ عَليَْهُِ اللَّّ ُ صَلَّى اللَّّ  

 ااااااا

Pada hadis menjelaskan untuk kita menyanyangi sesama, jika kita tidak menyanyangi 

sesama maka Allah Swt tidak menyangi kita. Dari penjelasan Al-Quran dan hadis  memberikan 

panduan etis yang membentuk perilaku individu dan masyarakat, 

Namun kenyataanya demokrasi dengan Islam merupakan topik kontroversi tersendiri 

karena perbedaan pandangan demokrasi  dunia barat dan Islam yang mengenai kompatibilitas 

prinsip-prinsip demokrasi modern dengan konsep Islam, terutama terkait otoritas hukum dan 

kedaulatan. Seperti menurut Abu al-A’la al-Maududi pendiri Jamaat-e-Islami mengatakan 

bahwa demokrasi berbeda dengan Islam karena di dalam kepemimpinan barat mencapai 

multilateralisme dan pada kepemimpinan negara demokrasi menikmati hasil hak 

kedaulatannya sedangkan di dalam Islam, kepemimpinan atau ke-khalifahan dibatasi oleh 

batas-batas naungan hukum ilahi. Selanjutnya  Hizbut Tahrir di pimpin oleh Taqiy al-Din al-

Nabhani menyatakan bahwa prinsip pada demokrasi bertentangan dengan prinsip wakalah dan 

mereka memandang bahwa itu termasuk kebatilan. Contohnya pada kelompok HTI Hizbut 

Tahrir Indonesia yang mendeklarasikan bahwa demokrasi dengan Islam mempunyai 

perbedaan yang signifikan terutama pada kepemimpinan, karena HTI memperjuangkan 

Khalifah Islamiyah. Oleh karena itu pemerintahan membubarkan kelompok HTI dikarenakan 

takut adanya perpecahan pada masyarakat. Selain itu, Masih diperlukan pemahaman mendalam 

mengenai bagaimana hadis-hadis tertentu mencerminkan nilai-nilai demokrasi, seperti 

kesetaraan gender, kebebasan berpendapat, dan keadilan sosial. Penelitian ini juga belum 

mengungkap secara rinci bagaimana pendekatan tematik terhadap hadis dapat membantu 

memahami demokrasi dalam perspektif Islam. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip demokrasi dalam perspektif 

hadis melalui pendekatan tematik. Kajian ini akan mengevaluasi nilai-nilai demokrasi yang 

diuraikan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk mengidentifikasi relevansinya 

dalam konteks demokrasi modern. Dengan menggunakan metode analisis tematik, penelitian 
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ini diharapkan dapat menjembatani pemahaman antara Islam dan demokrasi dalam ranah 

sosial-politik. Penelitian ini juga berupaya memberikan wawasan baru tentang bagaimana 

hadis dapat berkontribusi dalam membangun tatanan masyarakat yang adil dan inklusif. Pada 

akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan konseptual untuk memperkuat 

narasi Islam yang mendukung demokrasi di era kontemporer. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan 

menganalisis konsep Demokrasi, dengan sumber data primer berupa kitab-kitab hadis dari 

mushadir ashliayah digital dari Maktabah Syamilah, dan Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam. 

Dan sumber sekunder berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan demokrasi. Dengan teknik 

pengumpulan data Library reseach (Penelitian kepustakaan). Penelitian ini menggunakan 

metode pengumpulan hadis tematik kontemporer dengan mengumpulkan hadis-hadis yang 

berkaitan dengan tema dibahas dan metode Grounded Theory dengan menganalisis data yang 

terus-menerus, selama data di lapangan masih tetap dikumpulkan. Selanjutnya proses open 

coding yang merupakan bagian dari analisis data, dimana peneliti melakukan identifikasi, 

penamaan, kategorisasi dan penguraian hadis-hadis yang ditemukan dalam kitab-kitab hadis 

dan keterkaitannya dengan konsep parenting belajar. Berikutnya adalah axial coding. Tahap 

ini, adalah menghubungkan berbagai kategori penelitian dalam bentuk susunan property (sifat-

sifat) yang dilakukan dengan menghubungkan kode-kode, dan merupakan kombinasi cara 

berfikir induktif dan deduktif. Tahap selanjutnya adalah, selective coding, yakni memilih 

kategorisasi inti, dan menghubungkan kategori-kategori lain pada kategori inti. Selama proses 

coding ini, diadakan aktivitas penulisan memo teoritik. Memo bukan sekedar gagasan kaku, 

namun terus berubah dan berkembang atau direvisi sepanjang proses penelitian berlangsung. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil, Pembahasan, dan Analisis 

Tabel 1. Tema-tema Hadis 

 

Hasil dari penelitian ini merupakan bagian dari metode yang berfokus pada hadis-hadis  

yang relevan Pencaharian hadis yang sesuai dengan inklusi demokrasi, maka ditetapkannya 

hadis yang relavan dengan proses Grounded Theory  melalui  open coding, axial coding, 

selective coding yang telah dikategorisasikan menjadi 4 sub/kategori dan memproleh 20 hadis 

dengan kata kunci “musyawarah, adil, tanggung jawab, kesetaraan, dan kebebasan”. Dengan 

demikian, pada fenomena prinsip demokrasi sebagai sensitixing concept. Oleh karena itu, E-

book dapat dilihat di DOI berikut: DOI 10.17605/OSF.IO/8ZGFN  dan oleh data dapat dilihat 

di DOI berikut: DOI 10.17605/OSF.IO/TA5HX. 

Berdasarkan tabel 1: hasil dari pencaharian hadis melalui  artikel serta beberapa web 

hadis dengan menggunkan metode Grounded Theory.  

1. Kepemimpinan  

مُ خِيَارُ  • تكِ  يمنَُ أَئمَِّ ِ ب الََّّ ِ نََ ممُ سُ  ِب وم مُ وَيُ  نكَ  وم  

sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang mencintai kalian begitu pula 

sebaliknya (Muslim 1855) 

 

 Dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki 

hak untuk memilih pemimpin mereka, oleh karena itu pemimpin juga mempunyai peran 

penting dalam sebuah kepemimpinan demokrasi. Pada kepemimpinan dapat diartikan sebgai 

suatu struktur yang terdari beberapa fungsi yang saling berhubungan dan berkerja sama serta 

mempengaruhi satu sama. Tidak hanya itu pada kepemimpinan, kepemimpinan mempunyai 

teori yang dikemukakan oleh Max Weber yang menyatakan bahwa seorang pemimpin memiliki 

daya tarik dengan kualitas yang luas dan membuat para pengikutnya patuh, termotivasi, dan 

terinspirasi olehnya. Mengutip dari artikel yang disusun oleh Roni Harsoyo,  Menurut Teori 
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Kepemimpinan Transformasional yang diterangkan oleh Bass menyatakan bahwa 

kepemimpinan yang baik yaitu dengan adanya konribusi oleh rakyat untuk mengikuti visi/ misi 

atau tujuan yang telah pemimpin terapkan. Dengan hal itu, pemimpin mampun melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan oleh rakyatnya. Seperti dalam sebuah hadis Nabi Muhammad 

SAW yaitu; 

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang mencintai kalian begitu pula sebaliknya” 

(Muslim 1855) 

Dari hadis ini, dapat disimpulkan bahwa baik pemimpin yang bik merupakan pemimpin 

yang mencintai rakyatnya dengan memperhatikan kebutuhan rakyat, memiliki hubungan baik 

dengan rakyat dan mensejahterak rakyat yang dipimpinnya. Karena pemimpinin yang dicintai 

oleh masyarakatnya merupakan hasil dari demokrasi yang bersih dan sehat. 

Dengan pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya maka pemimpin harus memiliki 

karekterisktik yang akan menimbulkan hasil yang baik untuk kelangsungan demokrasi sehat 

dan bersih yang masyarakat inginkan, seperti adil, amanah, jujur, dan tanggung jawab. Berikut 

merupakan penjelasan beberapa karakteristik kepemimpinan. 

A. Adil  

هُ  غلَبََُ وَمَنمُ • ر  لَُ  جَوم النَّارُ  فلََُ  عدَم  

Barangsiapa yang kedzalimannya mengalahkan keadilannya maka baginya Neraka 

(Sunan Abu Daud 3575) 

a. Adil dalam Masyarakat 

ُ النَّبِيُ بيَمنمََا • ُ  صَلَّّ ذمُ بِِلمجِعمرَانةَِ، غنَيِمةَُ  يقَمسِمُ  وَسَلََُّّ علَيَمهُِ اللَّّ
ِ
لُ  لَُ  قاَلَُ ا اعمدِلمُ :رَج   

Pada saat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membagikan harta rampasan perang di 

Ji*ranah, ada seseorang berkata, “Berlakulah secara adil." (Shahih Ibnu Hibban 101) 

b. Adil dalam Menegakkan  Hukum 

ُقاَدِرُ  •  مَلِِ 

Raja yang adil (Musnad Syafi'i 445) 

ولَُ • ُِ رَس  ُ اللَّّ ُ  صَلَّّ ُ وَسَلََُّّ علَيَمهُِ اللَّّ نفَمسِهُِ مِنمُ ي قِصي  

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melakukan qishas kepada dirinya 

(Musnad Ahmad 286) 

Kepemimpinan yang baik merupakan hasil dari demokrasi yang baik juga. Pemimpin 

mempunyai tanggungan besar yang dimana sudah di terangkan dalam hadis jika seorang 

pemimpin tidak adil maka neraka akan menantinya. sama hal nya dengan penjelasan hadis 

Sunan Abu Daud 3575, bahwa kepemimpinan mempunyai tanggungan besar yang dimana 
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sudah di terangkan dalam hadis  tersebut, jika seorang pemimpin tidak akan masuk surga ketika 

pemimpin yang tidak adil.  Adil merupakan arti dari keseimbangan, keserdahanaan, dan 

kesehajaan yang terdapat pada prinsip adil yaitu nasib dan qitsh, qisthas dan mizan, dan 

taqwim. Oleh karena itu, adil ialah tidak memihak, berpihak pada suatu kebenaran, dan tidak 

melakukan sewenang-wenangan yang dapat merugikan. Adil memiliki beberapa macam 

seperti; adil dalam masyarakat, adil dalam hukum, bahkan keputusan juga termasuk dalam 

macam-macam adil, yang dimana itu menggambarkan pemimpin yang baik dalam sebuah 

kepemimpin untuk kelangsungan demokrasi yang baik.  

Adil juga memberikan suatu perlakuan atau perbuatan yang menyetarakan sesama, 

mengambil keputusan dengan tepat, dan pemimpin tidak memihak serta mempertimbangkan 

kesejahteraan rakyatnya. Dalam Teori Situasional Leadership yang dikemukakan oleh Her sey 

and Blanchard, menyatakan bahwa pemimpin yang baik dan efektif memahami dinamika 

situasi dan menyesuaikan dinamika pada kemampuannya yang sesuai situasi yang ada serta 

menekan pemimpin bersikap fleksibel dan adil. Dalam Islam, adil merupakan sesuatu 

perbuatan terpuji, terutama pada seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin merupakan 

penguasa dalam suatu kepemimpinan, oleh karena itu,  hadis Nabi yang menerangkan 

pemimpin yang adil yaitu;  

“Barangsiapa yang kedzalimannya mengalahkan keadilannya maka baginya Neraka 

(Sunan Abu Daud 3575)”. Dari hadis ini, menjelaskan bahwa seorang pemimpin diminta untuk 

tidak mendzalimin rakyat dan pemimpin diminta untuk berlaku adil, karena hadis ini juga 

menggambarkan jika seoarang pemimpin tidak berlaku adil kepada rakyatnya maka api neraka 

merupakan tempatnya. “Pada saat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membagikan harta 

rampasan perang di Ji’ranah, ada seseorang berkata, “Berlakulah secara adil”.  (Shahih Ibnu 

Hibban 101). Dari hadis ini telah di gambarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasannya 

pemimpin dalam kepemimpinan mempunyai sifat adil dalam memberikan hak kepada yang 

lebih berhak yaitu rakyat, karena seorang pemimpin juga mengatur pembagian hak-hak secara 

adil yang dimiliki oleh rakyat. “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melakukan 

qishas kepada dirinya” (Musnad Ahmad 286). 

Dari hadis ini, menjelaskan melakukan adil dalam hukum bukan hanya untuk rakyat saja 

tetapi sebagai pemimpin juga harus adil pada dirinya sendiri. Sama hal dengan yang di 

gambarkan pada hadis di atas bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin menghukum 

dirinya sendiri ketika melakukan kesalahan. Dengan demikian, adil meruparakan suatu 

karakteristik dalam diri seorang pemimpin untuk membangun demokrasi yang di ingingkan 

masyarakat.  
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Amanah 

َاو • نََّ
ِ
ا َا .أَمَانةَُ  ََ نََّ

ِ
مَُ وَا يُ  المقِيَامَةِ، يوَم لَُّّ .وَندََامَةُ  خزِم

ِ
فيها عليه الَّي وأ دى بَِِق ِهاَ أَخَذَهَا مَنمُ ا  

jabatan itu adalah amanah dan merupakan kehinaan serta penyelasan pada hari kiamat 

nanti kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan hak serta melaksanakannya 

dengan baik dan benar (Muslim 1820) 

a. Amanah dalam Melayani Masyarakat 

دُ  مِنمُ مَا يقَ ولُ  • عِيهُِ عَبم تََم ُ  يسَم مَُ يمَ وت ُ رَعِيَّةُ  اللَّّ وَُ يمَ وت ُ يوَم ُ وَه  لَُّّ لرَِعِيَّتهُِِ غاَش 
ِ
مَُ ا ُ  حرََّ المجَنَّةَُ علَيَمهُِ اللَّّ  

Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam 

keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya (Shahih Muslim 

203) 

Amanah merupakan sebuah sifat  pemimpinan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, 

hadis Muslim 1820 “ Wainnahā amānatu. Wainnahā yaumalqiyāmati, khizyun wa nadāmatun, 

illā man akhazahā biḫaqqihā  waadilladzi `alaîhi fîhā” , hadis tersebut memberikan 

penerangan pada pemimpin untuk melaksanakan amanah untuk melaksanakan pekerjaannya 

dan menimbulkan  kepercayaan kepada masyarakatnya.  

Pada amanah memang diperlukan dalam pemimpin kepada masyarakat, agar masyarakat 

selalu memberikan dorongan atau semangat kepada pemimpinnya. Dalam teori kepemimpin, 

Teori Kepemimpinan Etis (Ethical Leadership Theory), teori ini yang menurut Brown dan 

Trevino adalah pemimpin yang bertindak amanah karena pada terori ini menjunjung tinggi nilai 

moral dan integritas dalam diri pemimpin. Dan pada Teori Kepemimpinan Servant Leadership, 

teori yang menurut Robert K bahwa pemimpin harus mempunyai hubungan positif, mereka 

melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab. 

Dalam perspektif teori kepemimpinan modern serta ajaran Islam, amanah menjadi faktor 

utama yang menentukan keberhasilan dan legitimasi seorang pemimpin. Pada hadis yang telah 

diterangkan yaitu; “jabatan itu adalah amanah dan merupakan kehinaan serta penyelasan 

pada hari kiamat nanti kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan hak serta 

melaksanakannya dengan baik dan benar” (Muslim 1820). Dari hadis ini, menjelaskan 

kepemimpinan yang di miliki oleh seorang pemimpin merupakan amanah yang harus 

dilaksanakan dan dikerjakan, karena hadis itu juga memberitahukan kepada pemimpin untuk 

melaksanakan amanah dalam tugas-tugasnya yang telah diberikan kepadanya.  “Barangsiapa 

diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, 

niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya” (Shahih Muslim 203) 
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Dari hadis diatas, memberitahukan kepada seorang pemimpin bahwa adanya ganjaran 

yang akan menimpa dirinya jika pemimpin tersebut tidak melakukan pekerjaannya dengan baik 

dan membohongi rakyatnya. Oleh karena itu, sifat amanah dalam diri pemimpin untuk 

menghasilkan demokrasi yang sehat dan dapat di cintai oleh rakyatnya.  

Jujur 

شَهاَدَةُ و • ورُِ ََ لُ  أَومُ الزي ورُِ قوَم الزي  

Bersaksi palsu atau berkata dusta (Shahih Muslim 143) 

 

Kepemimpinan pada demokrasi merupakan kekuasaan pemimpin yang sangat penting. 

Oleh karena itu, pemimpin harus di hormati serta membuat pemimpin dapat dengan mudah 

melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi seorang pemimpin harus jujur dalam apapun agar 

membangun kepercayaan pada masyarakat. Sama hal nya dengan hadis Shahih Muslim 143 

“Wa syahādatuz-zūri au qauluz-zūri”.  Dalam Teori Kepemimpinan Otentik (Authentic 

Leadership Theory), teori ini menrangkan dan menekankan pemimpin dalam suatu 

kepemimpinan adalah mereka yang jujur, memiliki nilai-nilai moral, dan melakukan tindakan 

sesuai dengan prinsipnya. Dalam Islam kejujuran sangat diperlukan dalam seorang pemimpin 

karena itu merupakan kunci utama pada kepemimpinan, dari hadis Nabi yaitu; “Bersaksi palsu 

atau berkata dusta” (Shahih Muslim 143). Dari hadis tersebut, menerangkan  keterang tentang 

balasan yang Allah berikan kepada pemimpin pada kepemimpinannya, yaitu bersaksi palsu 

atau berkata dusta. Dengan demikian pemimpin yang jujur sangat diperlukan untuk 

menciptakan kepercayaan masyarakat dan membuat teguhnya pilar demokrasi. 

Tanggung Jawab  

مُو • يك  كُ  ئ ولُ  رَاع ُ ََ رَعِيَّتهُِِ عَنمُ وَمَس م  

Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung 

jawaban dari yang dipimpinnya (Shahih Bukhari 893) 

Tanggung jawab merupakan hasil akhir dari sebuah pemimpin, karena tanggung jawab 

memegang semua apa yang ada dalam kepemimpinan dari adil, amanah, dan jujur. Tanngung 

jawab merupakan sebuah tindakan seorang pemimpin yang dibebankan tugas-tugas untuk 

kelangsungan masyarakat. Dalam Teori Situasional yang dikemukakan oleh Hersey dan 

Kenneth Blanchard, bahwa teori itu menjelaskan seorang pemimpin harus menyesuaikan 

dirinya untuk mencakup kemampuan, kemauan, dan tanggung jawab agar dapat menyelesaikan 

tugas yang telah diberikan.  
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Dalam Islam, tanggung jawab merupakan tugas penting yang dilakukan pada seorang 

pemimpin dan harus dijaga dan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT, pada hadis Nabi 

yaitu; “Dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung 

jawaban dari yang dipimpinnya”(Shahih Bukhari 893). Dari hadis tersebut, jelas bahwa 

kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tanggung jawab besar yang harus 

dijalankan dengan adil dan penuh amanah. 

Pada demokrasi pemimpin dalam kepemimpinannya sangat dihormati dan dihargai, 

meskipun demokrasi memiliki arti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Karena itu, 

pemimpin mempunyai tanggung jawab besar untuk kesejahteraan rakyat dan mempertahankan 

demokrasi agar tetap baik.  

Partisipasi Rakyat  

A. Musyawarah  

ورَى • َُ ش  لَّءُِ بيَم تَّةُِ هَؤ  الس  ِ  

dimusyawarahkan diantara enam orang (Musnad Ahmad 176) 

B. Mufakat  

نمُ •
ِ
َعَُ فاَ رُ  علََُّ رَأْيُ  ممُ أَجْم بِهُِ قضََُ أَمم  

jika telah sepakat (pendapat mereka) maka dengan dasar keputusan bulat tersebut 

ia memberikan keputusan hukum (Sunan Darimi 163) 

C. Ketaatan Rakyat pada Pemimpin 

مُ ذَا وَأَطِيع وا • أَممركِ   

Dan taatilah pemimpin kalian (Al-mustadrak 19) 

Rakyat merupakan tingkatan paling tinggi, dikarenakan kehendak rakyat menjadi dasar 

dari hukum otoritas pemerintahan. Seperti musyawarah, musyawarah merupakan interaksi dan 

partisipasi yang menunjukkan adanya arahan yang dapat mengakibatkan perdebatan ataupun 

perselisihan. Islam mengajarkan musyawarah, salah satu ajaran melalui hadis yaitu “Syūrā 

bayna haulāis-sittati” (Musnad Ahmad 176). Tidak hanya itu saja, setelah adanya musyawarah 

masyarakat juga akan melaksanakan sebuah mufakat. Mufakat adalah pengambilan keputusan 

yang dilakukan secara musyawarah dengan berbagai pendapat dan kepentingan, mufakat 

mengurangi potensi perselisihan. Oleh karena itu, rakyat menjadi tingkatan paling tinggi pada 

demokrasi akan teteapi sebgai rakyat juga harus mentaati pemimpin, karena tidak dapat 

dipungkuri pemimpin merupakan kunci dari negara. 

Pada Teori Demokrasi Partisipatif (Theory Of Participatory Democracy), teori ini 

membangun rakyat untuk peran aktif pada proses kebijakan dalam  pemerintahan untuk 
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kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat. Denagn demikian, keterlibatan hadis pada 

demokrasi tentang partisipasi rakyat. Yaitu; “dimusyawarahkan diantara enam orang” 

(Musnad Ahmad 176) dan ‘jika telah sepakat (pendapat mereka) maka dengan dasar 

keputusan bulat tersebut ia memberikan keputusan hukum” (Sunan Darimi 163) Dari hadis 

tersebut, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bahwa setiap sesuatu untuk menentukan 

keputusan maka diharuskannya bermusyawarah dan bermufakat. Ini menunjukkan bahwa 

Islam sangat menekankan keterlibatan rakyat dalam kepemimpinan. Dan yang dilakukan oleh 

rakyat untuk melaskanakan musyawarah dan mufakat dengan cara  mematuhi dan mentaati 

pemimpin, yang telah diberitahukan pada hadis yaitu;  “Dan taatilah pemimpin kalian” (Al-

mustadrak 19). 

Oleh karena itu, partisipasi rakyat sangat di butuhkan untuk kepentingan demokrasi, 

karena sesuai dengan arti demokrasi yang sebenernya, yaitu; keuasaan tertinggi berada di 

tangan rakyat.  

Kesetaraan  

A. Kesetaraan 

بِهُِ اللُ  ي رَائُِ ي رَائُِ مَنمُ •  

Barangsiapa tidak menyayangi sesama, Allah tidak menyayanginya (Sunan 

Tirmidzi 2381) 

B. Kesataraan pada Status Sosial 

بيُ مَا لِلنَّاسُِ وَأَحِبَُّ • ِ ا تكَ نمُ لِنفَمسِكَُ تُ  لِم  سم م   

cintailah untuk sesama seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri niscaya kau 

menjadi orang muslim (Sunan Tirmidzi 2305) 

C. Kesetaraan pada Hukum 

ُيدََهَا • ُلقََطَعمت  قتَم ُسَََ د  حَمَّ ُفاَطِمَةَُبِنمتَُم  ُأَنَّ ُلوَم ِ ُاللَّّ  وَايْم 

Demi Allah apabila Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong 

tangannya (Sunan Darimi 2200) 

D. Kesetaraan pada Gender 

• ُ ارِق  ارِقةَُ  وَالسَّ أَيمدِيَُ مَا فاَقمطَع وا وَالسَّ  

Seorang pencuri baik laki-laki maupun perempuan maka potonglah tangannya 

(Muwatha' Malik 1315) 

E. Kesetaraan pada Setiap Kelompok (Kaum) 

• ، نََّ ممُ نعََمم
ِ
، فاَ َُّ مِنْم مم مَُ قتَملِهمِمُ عَنمُ نَََى  ث  ُ  يوَم نيَم ح   
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Ya, karena mereka termasuk bagian dari mereka Kemudian beliau shallallahu 'alaihi 

wa sallam melarang membunuh mereka (anak- anak kaum musyrik) pada peristiwa 

Hunain (Shahih Ibnu Hibban 137) 

رَُحِِ وا • حِِ وا م تَ  ذَاُاسم
ِ
ُمَاُدَام واُا رَُفُِِق رَيمش  َمم ُهَذَاُالْم نَّ

ِ
 ا

Sesungguhnya urusan ini akan senantiasa di tangan orang-orang Quraisy selama 

sikap mereka (Musnad Ahmad 19541) 

Kesetaraan merupakan prinsip yang ada di demokrasi, karena kesetaraan ini membuat 

setiap hak individu ataupun kelompok tidak memiliki rasa diskriminasi. Pada kehidupan sosial 

terutama pada masyarakat, masyarakat sangat membutuhkan kesetaraan agar tidak adanya 

kesenjangan untuk masyarakat. Dalam kesetaraan sendiri bukan untuk memberikan hal yang 

sama tanpa adanya pertimbangan bahkan kesetaraan berguna untuk melihat potensi bagi 

individu ataupun kelompok. Oleh karena itu, pada kesetaraan harus memiliki sikap saling 

menyayangi satu sama lain, seperti di jelaskan pada hadis Tirmidzi 2381  berbunyi “Man 

yurā'iyllāhu bihi.  Kesetaraan mempunyai beberapa macam, kesetaraan sosial, gender, hukum, 

bahkan kesetaraan pada kelompok. Kesetaraan sosial merupakan sebuah kondisi individu yang 

tinggal didalam masyarakat yang memiliki hak dan perlakuan tanpa diskirminatif, berupa 

perbedaan status sosial, ekonomi, latar belakang, ras, agama, dll. 

Dalam Teori Keadilan Sosial (Social Justice Theory) yang dikemukakan oleh John  

Rawls, menyatakan bahwa kepemimpinan harus memiliki dasar prinsip keadilan dan kestaraan, 

setiap rakyat berhak mempunyai nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Kesetaraan 

merupakan salah satu prinsip fundamental dalam kepemimpinan yang mencerminkan keadilan 

dan inklusivitas dalam mengelola masyarakat atau organisasi. Dalam berbagai perspektif, baik 

dalam teori kepemimpinan modern maupun ajaran agama seperti Islam, kesetaraan menjadi 

dasar bagi pemimpin dalam mengambil keputusan yang adil tanpa diskriminasi. Seperti hadis 

berikut, yaitu; 

Barangsiapa tidak menyayangi sesama, Allah tidak menyayanginya (Sunan Tirmidzi 

2381), cintailah untuk sesama seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri niscaya kau menjadi 

orang muslim (Sunan Tirmidzi 2305). Dari 2 hadis berikut, menjelaskan bahwa cara untuk 

memperoleh kesetaraan, maka dilakukannya untuk mencintai dan menghargai diri sendiri, 

karena hadis tersebut juga memberitahukan jikalau tidak menyayangi orang lain seperti tidak 

menyayangi dirinya sendiri maka Allah SWT tidak akan menyayangi. Demi Allah apabila 

Fathimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya (Sunan Darimi 

2200). Hadis tersebut menerangkan kesetaraan pada hukum, yang dimana keterangan dari 
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sahabat Nabi untuk menghukum anak tercintanya Nabi Muhammad SAW jika melalukan 

kesalahan. Karena kesetaraan hukum tidak memandang siapa yang akan mendapatkan 

hukuman, jika melakukan kesalahan. Seorang pencuri baik laki-laki maupun perempuan maka 

potonglah tangannya (Muwatha' Malik 1315). 

Dengan demikian kesetaraan merupakan faktor terpenting dalam demokrasi. Pada Islam, 

mengajarkan dan memberitahukan contoh tentang bagaimana kita dapat menyetarakan sesama 

tanpa adanya perselisihan. Kesimpulannya adalah Islam dan demokrasi memiliki keterlibatan 

untuk kepentingan bersama dan mensejahterakan sesama. 

Kebebasan  

A. Kebebasan dalam Memilih Pemimpin 

مُ • تقََام واُلكَ  ُمَاُاس م تقَِيم واُلِق رَيمش   اس م

Tetaplah kalian membela Quraisy selama mereka menegakkan keadilan untuk 

kalian (Musnad Ahmad 21354) 

B. Kebebasan dari Diskriminasi 

ا قتَلََُ مَنمُ • عَاهَدَةُ  نفَمس  ُِ م  دمُ لمَمُ حَق ِهاَ بِغيَم المجَنَّةُِ رَائَِِةَُ يََِ  

Barangsiapa membunuh jiwa mu'ahidah (orang yang telah melakukan perjanjian 

dengan umat Islam, sehingga jiwa dan agama serta kehormatannya aman) tanpa 

alasan yang benar, maka dia tidak akan mencium bau surga (Al Mustadrak 133) 

Demokrasi menjujungi tinggi pada kebebasan rakyat seperti; kebebesan beragama, 

pendapat, bahkan politik. Dalam  kebebasan demokrasi merupakan sebuah tanggung jawab 

antara individu dengan masyarakat, agar menjaga keseimbangan suatu negara. Kebebasan juga 

menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan, menciptakan keadilan bagi masyarakat, dan 

memastikan kedamaian pada masyarakat dengan setiap suara dihargai dan didengar. Sama hal 

dengan kebebasan dalam hadis Nabi SAW yaitu Musnad Ahmad 21354 “Istaqîmū liquraysyin 

mā istaqāmū lakum” dan hadis  “Man qatala nafsan mu`āhadatan bighairi ḫaqqihā lam yajid 

rāiḫta Al-jannati” (Al Mustadrak 133). 

Dalam Teori Kepemimpinan Demokratis (Democratic Leadership Theory) menerangkan 

pemimpin memberikan kebebasan untuk rakyatnya dan mendorong rakyat untuk ikut serta 

dalam keputusan serta pemecahan masalah. Dan pada Teori Hak-hak Alami (Natural Rights 

Theory), teori ini menjalaskan bahwa manusia memiliki hak-hak secara alami, dengan 

demikian hak tersebut harus dilindungi dan dijaga oleh pemerintah atau pemimpin.( Diah Atika 

Pramono,2016). 
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Sementara itu, di dalam Islam manusia memiliki hak-hak yang telah ada dari sebelum 

lahir bahkan sampai meninggal dunia, hadis yang terkait pada kebebasan yaitu;  

Tetaplah kalian membela Quraisy selama mereka menegakkan keadilan untuk kalian (Musnad 

Ahmad 21354) dan “Barangsiapa membunuh jiwa mu'ahidah (orang yang telah melakukan 

perjanjian dengan umat Islam, sehingga jiwa dan agama serta kehormatannya aman) tanpa 

alasan yang benar, maka dia tidak akan mencium bau surga” (Al Mustadrak 133). 

Dari 2 hadis diatas, Pada hadis pertama, yaitu dengan tidak memaksakan dan 

memeberikan kebebsan untuk memilih siapa pemimpin meskipun dari berbeda golongan atau 

kaum. Pada hadis ke dua, menerangkan bahwa kebebasan seseorang untuk menyampaikan 

pendapat serta membela suatu kaum yang berbeda dari dirinya. Kesimpulannya, bahwa 

kebebasan merupakan hal terpenting dalam menegakkan kesejahteraan rakyat dalam tegaknya 

demokrasi.  

 

4. KESIMPULAN  

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan berada 

ditangan rakyat, tetapi pemimpin lah yang mengatur kekuasaan untuk kelangsungan rakyat. 

Prinsip uatama dalam demokrasi adalah partisipasi rakayat dalam pengambilan keputusan baik 

secara langsung atau melalui perwakilan. Dalam prinsip-prinsip demokrasi memiliki tujuan 

yang dapat menciptakan kesejahteraan pemerintahan dengan rakyat. Sama hal dengan 

demokrasi menurut pandangan Islam, yang dimana memiliki dasar yang kuat dalam ajaran 

agama.  

Prinsip-prinsip demokrasi demokrasi dalam perspektif  Islam, termasuk dalam hadis-

hadis Nabi Muhammad SAW ialah kepemimpinan yang memiliki karakteristik yang baik 

seperti; adil, amanah, jujur, dan tanggung jawab. Partisipasi rakyat, rakyat, kesetaraan dan 

kebebasan. Dengan demikian, prinsip-prinsip demokrasi sangat selaras dengan Islam yang 

telah diajarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW untuk membetuk sistem pemerintahan yang 

bersih dan mensejahterakan masyarakat.  
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